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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

A.  Latar Belakang  

Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia setelah pangan 

dan sandang, lebih dari sekedar tempat tinggal sebuah rumah haruslah 

layak untuk di huni. Rumah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi 

individu dan keluarga bukan hanya mencakup aspek fisik saja, tetapi juga 

secara mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat 

tinggal yang baik ataupun layak, maka harus dipenuhi syarat fisiknya yaitu 

aman sebagai tempat tinggal untuk berlindung, memenuhi rasa 

kenyamanan dan sehat layak huni untuk anggota keluarga.   

Berdasarkan Peraturan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya (BSPS), rumah adalah bangunan yang berfungsi 

sebagai tempat tinggal yang layak untuk dihuni, sarana pembinaan 

keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset yang 

dimiliki oleh pemiliknya. Namun pada kenyataannya, hak dasar warga 

negara Indonesia tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya 

terpenuhi. Salah satu penyebabnya, karena alasan ekonomi, oleh karena itu 

sebagian rumah tangga tidak memiliki dana yang cukup untuk 

memperbaiki dan membangun kembali rumahnya pada masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR). Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi, sehingga perlu 

mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni 

sebagai bentuk dari hak sebagai warga Negara Indonesia. Pelaksanaan 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) membutuhkan keterlibatan 

masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu menyediakan rumah yang 

layak huni mengingat dana yang di berikan oleh pemerintah sendiri adalah 

terbatas. Dalam program BSPS membutuhkan keswadayaan masyarakat 

penerima bantuan dan tidak mengikut sertakan pihak ketiga seperti 

kontraktor.  
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Berdasarkan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat  (PUPR) Nomor 7 Tahun 2018, Penerima program 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan :  

a. Warga Negara Indonesia;   

b. Memiliki atau menguasi tanah   

c. Belum memiliki atau memiliki rumah dan menempati rumah satu-

satunya dengan kondisi rumah tidak layak huni;   

d. Belum pernah menerima BSPS atau bantuan lain di bidang 

perumahan dari pemerintah;  

e. Masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan paling 

banyak sebesar upah minimum Provinsi setempat dan bersedia 

berswadaya untuk  membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB). 

Terdapat tiga aspek kualifikasi rumah yang akan diperbaiki yang 

tidak memenuhi kelayakan komponen bangunan penilaian Rumah Tidak 

Layak Huni (RTLH) pada Program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya:  

a. Aspek keselamatan dan bahan bangunan yang masuk dalam 

kriteria meliputi: pondasi, kolong/ tiang, kerangka atap, kondisi 

atap, dinding, dan lantai rusak atau tidak layak. 

b. Aspek kesehatan penghuni, meliputi: pencahayaan, ventilasi, serta 

ketersediaan utilitas bangunan/ sanitasi (kamar mandi,WC)  

c.  Aspek kecukupan luas bangunan, meliputi: luas lantai bangunan 

perjiwa, memenuhi kecukupan luas minimum 9m
2
/orang.  

Dalam hal ini, memiliki rumah layak huni adalah hak pemenuhan 

kebutuhan dasar bagi setiap warga Negara Indonesia, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H hasil 

amandemen ke IV, menjelaskan bahwa “Rumah adalah salah satu hak 

dasar  setiap rakyat Indonesia, maka setiap  waga Negara berhak untuk 

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”. 

Dari penjelasan tersebut bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak 

untuk memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan mengembangkan diri, 
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terlebih memiliki rumah yang baik, sehat, dan layak huni, karna rumah 

merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan taraf hidup, 

harkat, martabat, dan mutu kehidupan  suatu bangsa dan negara. 

Untuk tahap  regional pAda tahun 2020 Kabupaten  Magetan 

mendapatkan  program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sejumlah 

260 rumah, program ini diturunkan dan diterima melalui Pemerintah 

Daerah (PEMDA) Kabupaten Magetan. Selanjutnya lembaga terkait yang 

ditunjuk sebagai fasilitator pada saat turunnya program ini ditingkat desa 

ialah Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Magetan 

yang berfungsi sebagai pihak penghubung dari Kementrian Perumahan 

Rakyat. Kementrian Perumahan Rakyat pada pelaksanaan Program BSPS 

ini dibantu oleh konsultan yang terbagi bidang pekerjaannya yaitu 

konsultan perencana, pelaksana, dan evaluasi. Kemudian yang membantu 

Pemerintah Desa dalam hal pelaksanaan program ialah Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa pada saat turunnya program ini di 

masyarakat sebagai fasilitator di tingkat Desa masing-masing, seperti 

melakukan kegiatan penentuan titik bagi, pendataan awal, dan penetuan 

standart prioritas bangunan rumah yang akan di perbaiki. 

(https://lensamagetan.com/2020/09/04/12431-2/ diakses tanggal 2 Januari 

2021). 

 

B. Tujuan Pembuatan Poster 

Dari usaha strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan 

sosial di bidang perumahan dan alur pengajuan bantuan program sosial 

dalam hal ini yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 

2020, memandang perlunya suatu pendekatan teori-teori lain sebagai 

pendukung untuk program  ini dikatakan berhasil dan membawa manfaat 

secara signifikan bagi masyarakat. 

C. Manfaat Poster 

 Masyarakat  mengetahui alur pengajuan bagi mereka yang berhak 

mendapatkan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) bisa ditinjau 

dari berbagai pendekatan tahun 2020 merupakan salah satu  produk 
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kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan 

sosial yang adil dan merata untuk individu atau kelompok masyarakat yang 

mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal 

ini rumah layak huni.  
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BAB II 

DESKRIPSI 
 

Berdasarkan latar belakang dan proses perencanaannya, program 

BSPS ini dilaksanakan ialah dikarnakan bahwa masyarakat yang tergolong 

dalam kategori Rumah Tangga Miskin atau Sangat Miskin (RTM/RTSM) 

yang memiliki rumah tidak layak huni(RTLH).Terdapat dua kategori 

bantuan BSPS yaitu Peningkatan Kwalitas dan Pembangunan Baru. 

Peningkatan Kualitas yang  meliputi peningkatan kualitas bahan 

komponen non-struktural dalah bagian bangunan pengisi / penutup bagian 

rumah yang tidak menahan beban agar rumah menjadi layak fungsi 

seperti; lantai, dinding, kusen, atap, plafon, daunpintu, dan jendela. 

Sedangkan Pembangunan Baru yang meliputi spesifikasi rumah 

rusak total atau semua komponen bangunnan baik structural dan non 

structural rusak ataupun masyarakat belum memiliki rumah. 

 Di DesaTamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan 

pengajuan BSPS di klasifikasi dan dilakukan secara musyawarah antara 

masyarakat agar tepat sasaran bagi mereka yang benar-  benar 

membutuhkan atau dapat dikatakan benar- benar miskin. Pengajuan awal 

dilakukan melalui pendataan RT setempat yang mempertimbangkan 

beberapa factor diantaranya|: 

1. Calon penerima benar- benar tidak memiliki aset yang dapat 

dijual guna membangun/ memmperbaiki rumah. 

2.  Calon penerima tidak memiliki ahli waris yang  saat ini sudah 

mampu membangunkan rumah tinggal, 

3. Calon peneri matidak bekerja,lansia,cacat, ataupun bekerja 

serabutan yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan 

sehari- hari. 

  Data calon penerima lalu di musyawarahkan ketempat kepala 

dusun/ kamituwo untuk menentukan apakah pengajuan dalam bantuan 

Pembangunan Baru atau Peningkatan Kwalitas, serta menentukan mana 

yang layak mendapatkan bantuan lebih dulu, dikarenakan bantuan 
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dilakukan secara bertahap.  Dari hasil musyawarah   Kasun  

melaporkan kepihak Desa untuk di ferivikasi lebih lanjut dan di buatkan 

proposal pengajuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 

diajukan ke Pemerintah Daerah guna di lanjutkan ke Dinas terlkait.  

 Bantuan yang turun berdasarkan jenis bantuan yaitu 

Pembangunan Baru sejumlah Rp.25.000.000 dan peningkatan kwalitas 

sejumlah Rp.17.500.000. Untuk merealisasikan pembangunannya 

masyarakat berswadaya untuk mengerjakan proses pembangunan guna 

mengefiensikan dana bantuan tersebut. Adapun jika terdapat kekurangan 

material masyarakat dapat membantu dalam memenuhi kekurangan- 

kekurangan yang ada. 
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BAB III 

RENCANA TINDAK LANJUT 

 

A. Validasi Poster  

  Pada tahap validasi poster Pola Penerima Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya (BSPS) Di  Desa Tamanarum Kecamatan Parang 

Kabupaten Magetan, kegiatan yang dilakukan adalah memvalidasi susunan 

alur pengajuan dan prosedur pengajuan oleh pihak desa dan instansi 

terkait.kemudian melakukan Revisi apa bila terdapat kesalahan atau pun 

ada kekurangan. 

Pola Pengajuan : 

a. Usulan penerima bantuan oleh masyarakat (warga,RT dan 

RW ) 

Dengan ketentuan 

 Warga Negara Indonesia. 

 Memiliki/ menguasai tanah. 

 Belum memiliki/ memiliki rumah tidak layak 

huni Belum pernah menerima bantuan BSPS  

atau bedah rumah. 

 Masyarakat berpenghasilan rendah 

b. Usulan data diserahkan pada kasun/kamituwo setempat 

guna dilakukan musyawarah dan penilaian akan layat 

tidak nya mendapatkan bantuan BSPS. Serta dari pihak 

Kasun akan membuatkan pengajuan bantuan yang akan 

diajukan antara peningkatan kwalitas atau pembuatan 

baru, yang kemudian di setorkan ke kantor desa guna di 

verivikasi. 

c. Di Kantor Desa dilakukan Verifikasi ulang data yang 

masuk dari Kasun dan dilakukan pembuatan proposal 

pengajuan sesuai kebutuhan dan musyawarah masyarakat.  

d. Desa melakukan pengajuan Proposal ke Dinas PUPR 

guna di ajukan ke Pemerintah pusat. 
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e. Setelah Dana dari kantor pusat di alokasikan di desa,maka 

proses pembangunan dilakukan secara gotong royong atau 

swadaya oleh  masyarakat dan lingkungan setempat untuk 

menunjang dan mengefisienkan dana yang teralokasi. 

B. Uji Coba Poster 

Pada tahap uji coba poster Pola Penerima Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya (BSPS) Di  Desa Tamanarum Kecamatan 

Parang Kabupaten Magetan,di tempel pada papan pengumuman di 

kantor Desa. Yang kemudian msayarakat membaca , terdapat antusias 

warga dan mengajukan beberapa calon penerima yang layak 

menerima bantuan. Kemudian dari pihak Desa melakukan pengajuan 

ke dinas terkait hingga selang 2  bulan,Alhamdulillah dan sudah 

dialokasikan. Sehingga warga dapat memulai membangunkan rumah 

layak huni bagi warga yang diajukan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Poster Pola Penerima Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya (BSPS) Di  Desa Tamanarum Kecamatan Parang 

Kabupaten Magetan, adalah sarana informasi bagi masyarakat 

yang membutuhkan ruah layak huni. Dengan poster in 

masyarakat dapat mengetahui alur pengajuan bagi mereka 

yang membutuhkan. 

 Dengan poster yang di tempel di papan pengumuman 

dan tempat- tempat pelayanan, masyarakat dapat melihat dan 

mengusulkan tetangga ataupun dirinya sendiri ke pada pihak 

terkait sesuai alur yang terdapat pada poster. 

Masyarakat tidak lagi mengira-ngira ataupun 

berprasangka tidak baik pada petugas maupun aparatur desa 

saat ada alokasi bantuan rumah tidak layak huni. Karena 

mereka dapat mengusulkan calon penerima bantuan. 

 

B. Saran 

Kritik dan saran yang sifatnya membangun dari 

pembaca akan kami terima dengan baik, karena kami 

menyadari keterbatasan dalam kami membuat dan menyusun 

makalah ini. 
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